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. UMUM

Pertumbuhan permintaan tenaga listrik yang semakin meningkat
sejalan dengan meningkatnya  pertumbuhan pembangunan
memerlukan infrastruktur ketenagalistrikan yang semakin bertumbuh
dan berkembang.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan tersebut perlu dilakukan perencanaan baik melalui
penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana
Umum Ketenagalistrikan Daerah. Untuk mempercepat penyusunan
Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasonal, perlu dilakukan efisiensi
dalam proses penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
dimaksud.

Selain itu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan bersifat padat
modal dan padat teknologi, sedangkan ketersediaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan  belum dapat memenuhi seluruh pertumbuhan
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kebutuhan tenaga listrik sehingga perlu diberikan kesempatan yang
lebih luas kepada badan wusaha untuk berpartisipasi dalam
penyediaan tenaga listrik.

Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik yang lebih
efisien, perlu memberi kesempatan kepada badan usaha dan
pengembang yang telah beroperasi untuk melakukan ekspansi
penyediaan tenaga listrik pada sistem tenaga listrik setempat melalui
mekanisme penunjukan langsung atau pemilihan langsung.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu
mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angka 1
Pasal 8
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemilihan langsung”
adalah pemilihan penyedia tenaga listrik yang
dilakukan dengan membandingkan paling
sedikit 2 (dua) penawaran.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penunjukan langsung”
adalah metode pemilihan penyedia tenaga listrik
dengan cara menunjuk langsung 1 (satu)
penyedia tenaga listrik.

Huruf a
Cukup jelas.
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Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi krisis atau
darurat penyediaan tenaga listrik” adalah
kondisi dimana kapasitas penyediaan
tenaga listrik tidak mencukupi kebutuhan
beban di daerah tersebut yang dapat
disebabkan antara lain karena
pertumbuhan beban yang jauh melampaui
kemampuan penyediaan tenaga listrik,

bencana alam, dan/atau adanya
konflik/kerusuhan.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “lokasi yang sama”
adalah apabila penambahan kapasitas
pembangkitan tenaga listrik berada pada
lokasi yang memiliki fasilitas yang dapat
digunakan sebagian secara bersama-sama
dengan pembangkit tenaga listrik yang
telah beroperasi.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pengembang” adalah
badan usaha yang secara bersama-sama atau
sendiri telah melakukan usaha penyediaan
tenaga listrik.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “lokasi yang berbeda”
adalah apabila penambahan kapasitas
pembangkitan tenaga listrik berada pada lokasi
yang tidak memiliki fasilitas yang dapat
digunakan sebagian secara bersama-sama
dengan pembangkit tenaga listrik yang telah
beroperasi.

Yang dimaksud dengan “sistem setempat”
adalah sistem jaringan tenaga listrik dalam
suatu sistem interkoneksi.
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Yang dimaksud dengan “pengembang yang
berminat” adalah pengembang yang pernah
membangun pembangkit di sistem setempat.

Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal Il
Cukup jelas.
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